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Jangan menunggu. Takkan pernah ada waktu yang tepat. 
(Napoleon Hill) 
Bekerja keras dan bersikap baiklah. Hal luar biasa akan terjadi. 
(Conan O’Brien) 
Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan 
orang atau benda. 
(Albert Einstein) 
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     Salah satu sumber penerimaan Negara adalah pajak. Pajak digunakan untuk 
keperluan Negara dan kemakmuran rakyat. Pajak bersifat wajib dan memaksa, 
jadi pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku untuk melakukan kewajiban membayar pajak. Dalam 
proses pembayaran pajak sering ditemukan terjadinya kesalahan. Kesalahan 
tersebut dapat diperbaiki melalui pemindahbukuan pembayaran pajak. 
Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk 
dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. 
     Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui tentang prosedur 
pemindahbukuan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Karanganyar. Metode pengamatan yang digunakan adalah observasi berperan 
aktif yang dilakukan di KPP Pratama Karanganyar dan deskriptif kualitatif yaitu 
dengan menjelaskan proses atau prosedur pemindahbukuan pembayaran pajak. 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan mengkaji dokumen dokumen dan 
arsip sebagai data penunjang, observasi, perekaman, dan wawancara dengan 
pegawai. 
     Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa prosedur 
pemindahbukuan pembayaran pajak dimulai dari surat permohonan yang diajukan 
oleh Wajib Pajak, kemudian petugas TPT mengecek surat permohonan beserta 
persyaratannya sudah lengkap, jika lengkap petugas TPT mencetak LPAD dan 
BPS. Account Representative melakukan perekaman data pemindahbukuan dan 
membuat uraian penelitian pemindahbukuan. Apabila uraian pemindahbukuan 
tersebut sudah disetujui, maka petugas pelayanan mencetak bukti 
pemindahbukuan. Bukti pemindahbukuan yang sudah disetujui Kepala KPP dapat 
dikirim kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak dapat mengambil sendiri bukti 
pemnidahbukuan di KPP. Prosedur pemindahbukuan pembayaran pajak di KPP 
Pratama Karanganyar sudah berjalan dengan baik. Namun, masih ditemui 
hambatan-hambatan dalam proses pemindahbukuan pembayaran pajak. Akan 
tetapi, KPP Pratama Karanganyar melakukan upaya-upaya untuk mengatasi dan 
meminimalisir terjadinya hambatan-hambatan tersebut. 
 
Kata Kunci: Pajak, Pemindahbukuan, Prosedur
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
     Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Kerja Perpajakan, pengertian pajak yaitu “Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak bersifat wajib dan 
memaksa, jadi pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kewajiban membayar 
pajak. Apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak tepat waktu maka akan 
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak digunakan 
untuk biaya pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, 
sosial dan budaya, transportasi, subsidi pangan, dan sebagainya. Walaupun 
Wajib Pajak tidak merasakan timbal balik atas pembayaran pajak secara 
langsung, tetapi sebenarnya hasil dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat 
digunakan kembali untuk kepentingan bersama. 
     Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Pasal 10 ayat (1), 
yang menyatakan “Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang 
terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui 
tempat pembayaran  yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan”. Pembayaran pajak dapat dilakukan secara manual dan elektronik. 
Pembayaran pajak secara manual dilakukan dengan cara Wajib Pajak 
membayar pajak ke bank persepi atau kantor pos persepsi yang ditunjuk oleh 
Menteri Keuangan, dan juga bisa datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, 
sedangkan pembayaran pajak secara elektronik dilakukan dengan 





     Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, maka 
Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara online. Dengan 
demikian, Wajib Pajak tidak perlu jauh-jauh ke bank persepsi, kantor pos 
persepsi, atau ke Kantor Pelayanan Pajak hanya untuk membayar pajak. 
Sistem pajak online ini disebut dengan e-Billing. Sistem Online Pajak 
mempermudah Wajib Pajak dalam membuat ID Billing pajak untuk berbagai 
Kode Akun Pajak (KAP), Kode Jenis Setoran (KJS), dan Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP) sekaligus, dan membayar pajak online dalam satu aplikasi. 
Situs pembuatan ID Billing dapat diakses melalui alamat URL berikut ini: 
1. sse.pajak.go.id : Situs E-Billing pajak versi 1. 
2. sse2.pajak.go.id : Situs E-Billing pajak versi 2 yang terintegrasi dengan 
situs DJP Online. 
3. sse3.pajak.go.id : Situs E-Billing pajak versi 3 atau terbaru. 
     Pajak yang harus dibayar antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, Pajak Bumi dan 
Bangunan. Untuk Pajak Pertambahan Nilai biasanya dikenakan pada saat kita 
membeli barang. Orang pribadi atau badan yang telah memiliki NPWP, maka 
wajib hukumnya untuk membayar pajak. Wajib Pajak yang sudah 
berpenghasilan tetapi belum memiliki NPWP maka akan dikenai pajak sebesar 
20%. Bagi Wajib Pajak yang tidak lagi bekerja atau berpenghasilan tetapi 
memiliki NPWP dapat mengecek status NPWP-nya di Kantor Pelayanan 
Pajak, karena hal ini berkaitan dengan pembayaran pajak 
     Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, 
dalam Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa “Wajib Pajak yang melakukan 
pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara 
elektronik diberikan BPN”. BPN yang dimaksud yaitu Bukti Penerimaan 
Negara. BPN tersebut berupa bukti pembayaran yang diberikan oleh tempat 
pembayaran. Apabila pembayaran pajak dilakukan secara manual maka bukti 
pembayaran didapatkan sesuai dengan tempat dimana Wajib Pajak membayar 





pembayarnnya juga dalam bentuk format elektronik. Pembayaran pajak 
dengan menggunakan sistem elektronik dapat digunakan untuk semua jenis 
pajak, kecuali pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan 
pembayarnnya oleh Biller Direktorat Jendral Bea dan Cukai, dan pajak yang 
tata cara pembayarannya diatur secara khusus (Menurut Peraturan Direktur 
Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak 
Secara Elektronik, dalam Pasal 2 Ayat 2). 
     Dalam pembuatan kode billing secara online, kode billing tersebut dibuat 
sendiri oleh wajib pajak, maka tidak sedikit wajib pajak yang mengalami 
kesalahan dalam pembuatan kode billing, baik jenis pajak, jenis setoran, masa 
pajak, tahun pajak, jumlah setoran, dan juga Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP). Kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan 
melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik tercantum dalam Bukti 
Penerimaan Negara (BPN). Kesalahan penyetoran pajak dapat diperbaiki atau 
ralat setoran pajak dengan mengajukan permohonan Pemindahbukuan (Pbk). 
Pemindahbukuan merupakan suatu proses memindahbukukan penerimaan 
pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Pemindahbukuan 
dapat diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama terdaftar dengan 
memenuhi persyaratan dan kelengkapan pemindahbukuan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Pasal 
16 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran 
atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
Pemindahbukuan kepada Direktorat Jenderal Pajak”. Pemindahbukuan di 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar biasanya disebabkan 
karena kesalahan Wajib Pajak dalam pengisian jenis pajak, jenis setoran, masa 
pajak, tahun pajak, dan jumlah setoran. Hal ini dapat terjadi karena Wajib 
Pajak secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri 
pajaknya (Self Assessment System) melalui sistem pembayaran pajak secara 





dari Bukti Penerimaan Negara (BPN) Wajib Pajak harus mengajukan 
pemindahbukuan ke Kantor Pelayanan Pajak. 
     Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih menyusun tugas akhir 
dengan judul “PROSEDUR PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN 
PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA 
KARANGANYAR”. 
 
B. Perumusan Masalah 
     Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 
merumuskan permasalahan sebagai berikut:  
1. Bagaimana Prosedur Pemindahbukuan Pembayaran Pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar? 
2. Apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan 
pemindahbukuan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Karanganyar? 
 
C. Tujuan Pengamatan 
1. Tujuan Operasional 
Untuk mengetahui Prosedur Pemindahbukuan Pembayaran Pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar. 
2. Tujuan Fungsional 
Hasil pengamatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, 
pembaca, maupun bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar, 
baik sebagai pengetahuan maupun sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan. 
3. Tujuan Individual 
Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Ahli Madya pada 
Program Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan 





D. Manfaat Pengamatan 
1. Manfaat bagi penulis 
Dapat menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan, serta dapat 
memberikan pengetahuan tentang Prosedur Pemindahbukuan Pembayaran 
Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar. 
2. Manfaat bagi masyarakat umum 
Dapat menjadi referensi untuk masyarakat umum dan untuk menambah 
wawasan serta pengetahuan tentang Prosedur Pemindahbukuan 
Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 
3. Manfaat bagi Universitas Sebelas Maret 
Dapat dijadikan referensi untuk penyusunan tugas akhir dan menambah 
pengetahuan. 
4. Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi 
























TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Pengertian prosedur 
     Menurut Moekijat (1975:212), mengemukakan bahwa “Suatu prosedur 
adalah serangkaian dari pada tugas-tugas yang saling berhubungan, yang 
merupakan urutan secara chronologis (menurut waktu) dan cara tertentu 
untuk melaksanakan pekerjaan yang harus diselesaikan. Urutan secara 
chronologis dari pada tugas-tugas ini merupakan ciri khas dari pada setiap 
prosedur. Biasanya suatu prosedur meliputi bagaimana, bilamana dan oleh 
siapa masing-masing tugas harus dilakukan. Hakekat dari suatu prosedur 
adalah : 
a. Prosedur-prosedur terdapat dalam tiap bagian daari suatu perusahaan; 
prosedur merupakan salah satu macam rencana yang penting. 
b. Prosedur-prosedur biasanya dipandang sebagai penerapan dari padaa 
pekerjaan yang sifatnya berulang. 
c. Diberikan batas-batas waktu pada setiap langkah dari pada suatu 
prosedur guna menjamin agar hasil akhir dicapai seperti yang 
diinginkan.” 
     Menurut Moekijat (1975:212), ciri-ciri dari pada prosedur-prosedur 
yang baik ialah : 
a. Prosedur-prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup dari 
pada situasi tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau 
keinginan-keinginan. 
b. Suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetapi masih memiliki 
fleksibilitas. 
Stabilitas adalah ketetapan dari pada arah tertentu dengan perubahan-





yang penting dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
prosedur. 
Fleksibilitas dari pada prosedur-prosedur diinginkan guna mengatasi 
suatu krisis atau suatu keadaan darurat, tuntutan-tuntutat khusus atau 
penyesuaian kepada suatu kondisi sementara. 
c. Prosedur-prosedur harus mengikuti zaman (up-to-date).” 
 
     Menurut Winardi (1990:360), mengemukakan bahwa “Prosedur-
prosedur berkaitan dengan suatu seri langkah yang bertahap yang 
berkaitan satu sama lain yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan 
tertentu. Prosedur-prosedur bersifat deskriptif karena mereka membantu 
pelaksanaan koordinasi dengan jalan menyediakan petunjuk-petunjuk 
untuk tindakan para karyawan, pada situasi-situasi yang berulang-ulang 
muncul. Dipandang dari sudut lain, prosedur-prosedur dianggap sebagai 
reaksi rutin atau yang diprogramkan terhadap situasi-situasi problem yang 
bersifat umum dan yang terstruktur. Pada organisasi-organisasi publik dan 
bisnis tipe-tipe reaksi organisatoris demikian biasanya dinyatakan sebagai 
: “prosedur-prosedur operasi standar” (standard operating procedures = 
SOP).” 
     Menurut Moekijat (1989:229), dijelaskan bahwa “Prosedur perkantoran 
atau sistem perkantoran adalah urutan langkah-langkah (atau operasi-
operasi) melaksanakan pekerjaan dan berhubungan dengan apa yang 
dilakukan, bagaimana hal itu dilakukan, bilamana hal itu dilakukan, di 
mana hal itu dilakukan dan siapa yang melakukannya. Prosedur-prosedur 
perkantoran yang baik : 
(a) mengakibatkan bekerjanya kantor lebih lancar (yakni aliran pekerjaan 
yang lebih baik). 
(b) memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap apa yang dilakukan 
dan bagaimana melakukannya. 
(c) mengakibatkan penghematan-penghematan dalam biaya-biaya tetap 





(d) mengakibatkan ko-ordinasi yang lebih baik di antara depatemen-
departemen yang berlainan. 
(e) membantu dalam latihan pegawai-pegawai baru. 
(f) berhubungan dengan formulir-formulir perkantoran, alat-alat pekerjaan 
tata usaha yang penting.” 
     Menurut Winardi (1990:361), penerapan-penerapan prosedur-prosedur 
bagi sesuatu perusahaan, prosedur-prosedur diperlukan untuk : 
a. Menangani keluhan-keluhan; 
b. Memesan bahan-bahan mentah; 
c. Mengawasi persediaan-persediaan; 
d. Menyerahkan barang-barang selesai; 
e. Melaksanakan pesanan-pesanan para pelanggan; 
f. Memberikan kredit; 
g. Membuat catatan-catatan tentang rekening-rekening para pelanggan 
dan sebagainya. 
     Menurut Winardi (1990:362-363), ada sejumlah hal, yang perlu 
diperhatikan pada sebuah perumusan prosedur-prosedur secara sistematik 
yaitu: 
a. Sebuah prosedur harus konsisten dengan pernyataan-pernyataan 
kebijaksanaan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan. Secara langsung 
ataupun secara tidak langsung prosedur harus membantu dalam upaya 
pencapaian tujuan-tujuan secara umum. 
b. Mengingat bahwa faktor-faktor lingkungan berbeda dan variabel-
variabel intern berbeda pula antara organisasi-organisasi maka sebuah 
prosedur operasi standar bagi sebuah organisasi tertentu, mungkin 
tidak cocok bagi organisasi lain. 
c. Semua prosedur di dalam sebuah organisasi harus terintegrasi secara 
lengkap dan dikoordinasi melalui sistem-sistem informasi yang tepat. 
d. Orang-orang yang perlu melaksanakan prosedur-prosedur, perlu 





Jadi, prosedur-prosedur dapat ditulis pada uraian tugas, buku-buku 
pedoman untuk para karyawan atau pedoman-pedoman prosedural. 
Andaikata prosedur-prosedur akan diubah, atau apabila prosedur-
prosedur hanya berlaku selama periode waktu tertentu, maka hal 
tersebut perlu dikomunikasikan kepada para karyawan yang 
bertanggung jawab untuk pengimpletasiannya. 
Dengan adanya pormulir-pormulir yang distandardisasi, informasi 
esensial dapat dicatat, diproses dan disimpan secara lebih efisien 
daripada apabila informasi tersebut dikomunikasikan dengan metode 
yang tidak distandardisasi. 
e. Guna menghadapi perubahan-perubahan lingkungan, prosedur-
prosedur harus cukup “luwes”. 
Para manajer perlu terus menerus meninjau kembali prosedur-prosedur 
sehingga mereka dapat diubah sewaktu terjadi perkembangan-
perkembangan baru. 
f. Prosedur-prosedur harus mencerminkan arah tindakan alternatif dan 
mereka tidak boleh dibatasi demikian rupa, hingga fleksibilitas hilang. 
Perlu adanya ketentuan-ketentuan adanya perencanaan untuk situasi 
darurat (contingency planning) sewaktu risiko yang dihadapi oleh 
organisasi yang bersangkutan tinggi. 
g. Seperti halnya kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur baik 
merupakan teknik-teknik penkoordinasian yang baik. 
Tetapi, koordinasi tergantung pada prosedur-prosedur yang menjamin 
adanya kejelasan, pemahaman, catatan-catatan yang memadai dan 
pengawasan intern. 
     Menurut Moekijat (1989:229-230), prinsip-prinsip prosedur 
perkantoran ialah: 
(a) Prosedur-prosedur perkantoran harus sederhana sehingga 
mempermudah supervisi. 
(b) Spesialisasi harus dimanfaatkaan sebaik-baiknya. 





(d) Berusaha mendapatkan arus pekerjaan yang sebaik-baiknya dan 
mencegah adanya kemacetan-kemacetan dalam pekerjaan. 
(e) Mencegah adanya duplikasi pekerjaan (terutama formulir-formulir). 
(f) Hendaknya ia pengecualian yang seminimum-minimumnya terhadap 
peraturan. 
(g) Cegah pengecekan yang tidak perlu. 
(h) Prosedur-prosedur harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan 
kondisi-kondisi yang berubah. 
(i) Pembagian tugas-tugas yang layak. 
(j) Prosedur-prosedur perkantoran harus melakukan pengawasan secara 
terus-menerus terhadap pekerjaan yang dilakukan. 
(k) Manfaatkan mesin-mesin kantor sebaik-baiknya. 
(l) Pergunakan urutan operasi-operasi yang sebaik-baiknya. 
(m) Tiap operasi yang dilakukan harus memajukan pekerjaan dengan 
memperhatikan tujuan. 
(n) Pekerjaan tata usaha harus dibuat sampai yang seminimum-
minimumnya. 
(o) Pergunakan “prinsip pengecualian” dengan sebaik-baiknya. 
     Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan 
bahwa prosedur adalah urutan langkah-langkah yang bertahap yang 
berhubungan satu sama lain dan cara yang dilakukan untuk menyelesaikan 
pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu. 
 
2. Pengertian Pajak 
     Menurut P.J.A. Adriani dalam Liberti Pandiangan (2015:3), 
menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 
peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang 





pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan.” 
     Menurut Leroy Beaulieu dalam Liberti Pandiangan (2015:3), 
menyatakan bahwa “Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun 
tidak langsung, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk 
atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.” 
     Menurut The Organization for Economic Cooperation and 
Development dalam Liberti Pandiangan (2015:4), menyatakan bahwa 
“Pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah. Pajak dapat menilai 
seseorang, entitas, kekayaan, dan lainnya.” 
     Menurut Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919) dalam Herry 
Purwono (2010:6), “mendefinisikan pajak sebagai bantuan uang secara 
insidental atau secara periodik (tanpa kontra-prestasinya) yang dipungut 
oleh badan yang bersifat umum (negara) untuk memperoleh pendapatan 
ketika terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan) karena undang-undang 
telah menimbulkan utang pajak.” 
     Menurut Rochmat Soemitro dalam Sukrisno Agoes dan Estralita 
Trisnawati (2013:6), mengemukakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat 
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 
dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung 
dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum.” 
     Menurut MJH. Smeets dalam Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati 
(2013:6), mengemukakan bahwa “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah 
yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, 
tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; 
maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.” 
     Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (perubahan ketiga 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983), pengertian pajak yaitu “Pajak 





atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 
     Menurut Herry Purwono (2010:7), ciri-ciri pajak yaitu: 
a. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara. 
b. Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga 
bersifat memaksa. 
c. Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat 
ditunjuk. 
d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan 
penyelenggaraan pemerintahan. 
e. Secara khusus, undang-undang menambahkan bahwa penggunaan 
iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 
(pemerataan kesejahteraan). 
     Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:7), jenis pajak 
dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan 
lembaga pemungutnya. 
1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai 
berikut. 
a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 
dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib 
Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 
b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 
dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu 
sebagai berikut. 
a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan 





objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: 
Pajak Penghasilan (PPh). 
b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai 
(BM). 
3. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu 
sebagai berikut. 
a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan 
Bea Materai (BM). 
b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. 
Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, 
dan Pajak Kendaraan Bermotor. 
     Dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak karya R. Santosa 
Brotodiharjo SH. dalam Herry Purwono (2010:5-6), terdapat 5 teori yang 
mendasari negara untuk memungut pajak, yaitu: 
a. Teori Asuransi 
Menurut teori ini negara berhak memungut pajak karena negara 
bertugas melindungi orang dan segala kepentingan, keselamatan, dan 
keamanan jiwa serta harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan 
dengan premi, sehingga untuk perlindungan diperlukan pembayaran 
berupa premi. Imbalan yang diberikan pemerintah bersifat menyeluruh 
untuk segenap warga negara, tidak sekedar kepada masyarakat 







b. Teori Kepentingan 
Teori ini memperhatikan pembagian bahan pajak yang harus dipungut 
dari seluruh penduduk agar didasarkan atas kepentingn setiap orang 
dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk 
perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Biaya-biaya yang 
dikeluarkan oleh negara untuk memenuhi kewajibannya dibebankan 
kepada mereka dalam bentuk pembayaran pajak. 
c. Teori Asas Gaya Pikul 
Pokok dari teori ini adalah asas keadilan, yaitu beban pajak harus sama 
beratnya bagi setiap orang berdasarkan gaya pikul masing-masing. 
Gaya pikul tersebut diukur dari penghasilan dan kekayaan serta 
pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. 
d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti 
Negara yang lahir dari persekutuan individu-individu secara mutlak 
memiliki kewenangan-kewenangan di segala bidang dengan 
memperhatikan syarat keadilan, termasuk dalam hal pemungutan pajak 
dari individu-individu tersebut. Di lain pihak, individu-individu 
tersebut secara mutlak memiliki kewajiban untuk tunduk terhadap 
kewenangan negara. 
e. Teori Asas Gaya Beli 
Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak yaitu mengambil gaya beli 
dari rumah tangga-rumah tangga di masyarakat untuk rumah tangga 
negara, dan kemudian meyalurkannya kembali ke masyarakat dengan 
maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke 
arah tertentu. Teori ini menitikberatkan pada penyelenggaraan 
kepentingan masyarakat sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, 
bukan pada kepentingan individu maupun kepentingan negara. 








a. Revenue (Penerimaan) 
Fungsi penerimaan atau Fungsi Budgetair (Anggaran) adalah fungsi 
utama dari pemungutan pajak. Partisipasi dominan pajak sebagai 
penyokong pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi 
belanja rutin pemerintah, belanja pembangunan, belanja untuk 
keperluan legislasi dan yudikasi, serta pembiayaan lainnya. 
b. Redistribution (Pemerataan) 
Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan 
kembali kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik 
di seluruh wilayah negara. Fungsi ini ditujukan sebesar-besar 
kemakmuran rakyat, sekaligus menghapus kesenjangan sosial. 
c. Repricing (Pengaturan Harga) 
Fungsi ini sama pengertiannya dengan Fungsi Regulerent (Mengatur). 
Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan 
tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan 
keamanan. 
d. Representation (Legalitas Pemerintahan) 
Pemungutan pajak langsung (seperti Pajak Penghasilan) memberikan 
tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dan perwujudan pemerintahan 
yang lebih baik dibandingkan dengan pemungutan pajak tidak 
langsung (seperti Pajak Pertambahan Nilai). 
     Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan 
bahwa pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal 
balik secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 
Negara bagi kesejahteraan rakyat. 
 
3. Pemindahbukuan Pembayaran Pajak 
     Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 





Pasal 1 ayat (28), menyebutkan bahwa “Pemindahbukuan adalah suatu 
proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada 
penerimaan pajak yang sesuai”. Menurut Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran 
Pajak Pasal 16 ayat (1) menyebutkan “Dalam hal terjadi kesalahan 
pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan 
permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak”. 
     Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 
tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, pada Pasal 16 ayat 
(2) menyebutkan “Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
1. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir 
SSP, SSPCP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib 
Pajak lain; 
2. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data 
pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak 
secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN; 
3. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP, 
SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa 
Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10; 
4. Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti 
Pbk oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak; 
5. Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, 
SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau 
setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB; 
6. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau 
Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat 
Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau 





7. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti 
Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan 
pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan; dan 
8. Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal 
Pajak.” 
 
     Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 
tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, pada Pasal 16 ayat 
(9) menyebutkan “Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, 
SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk tidak dapat dilakukan dalam hal: 
1. Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan 
Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan 
Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN; 
2. Pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus 
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang 
kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; atau  
3. Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan 
membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterial 
digital. 
     Menurut Sardana (2014:63-64), mengemukakan bahwa “Dalam rangka 
untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada 
Wajib Pajak yang menghendaki pembayaran pajaknya melalui perhitungan 
dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau bunga yang diterima 
dan/atau melalui perhitungan dengan setoran pajak lain, dapat dilakukan 
cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan. Pemindahbukuan (Pbk) 
dapat dilakukan dengan: 
a. adanya kelebihan pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam 
SKKPP; 
b. telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang 






c. karena adanya surat keputusan lainnya yang menyebabkan timbulnya 
kelebihan pembayaran pajak, yaitu antara lain surat keputusan/banding 
yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, yang besarnya 
dinyatakan dalam “Perhitungan Lebih Bayar Karena Keputusan 
Keberatan/Banding”; 
d. adanya pembayaran yang lebih besar dari pajak yang terutang dalam 
surat ketetapan pajak yang mengakibatkan kelebihan pembayaran 
pajak; 
e. adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak akibat kelambatan 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 
f. adanya kejelasan SSP sebagai hasil penelusuran yang semula 
diadministrasikan Bermacam-macam Penerimaan Pajak (BPP); 
g. adanya kesalahan dalam mengisi SSP baik yang menyangkut Wajib 
Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain; 
h. adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari satu SSP menjadi 
beberapa jenis pajak atau setoran dari beberapa Wajib Pajak.” 
     Menurut Herry Purwono (2010:40), salah satu kewajiban Wajib Pajak 
adalah melunasi atau membayar atau menyetor pajak yang masih harus 
dibayar sebesar jumlah yang tercantum dalam SPT, baik SPT Masa 
maupun SPT Tahunan. Pelunasan tersebut dilakukan dengan 
menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain 
yang disamakan dengan SSP. SSP atau sarana administrasi lain tersebut 
dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan 
Negara (NTPN) yang diberikan oleh petugas di tempat pembayaran. Surat 
Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang 
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 
dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk 








a. Kantor Pos; 
b. Bank Persepsi, yaitu bank baik bank BUMN/BUMD atau bank swasta 
yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak; 
c. Tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. 
Jatuh tempo pembayaran pajak antara lain: 
a. Pembayaran Masa 
Sebagai sarana tertib administrasi pembayaran, ditentukan tanggal 
jatuh tempo pembayaran untuk masing-masing jenis pajak, yang dapat 
dijabarkan sebagai berikut (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
184/PMK/2007 tanggal 28 Desember 2007). 
b. Pembayaran Tahunan 
Salah satu perubahan yang cukup signifikan dalam Undang-Undang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2008 adalah tidak ada lagi 
tanggal yang pasti mengenai batas waktu pembayaran kekurangan 
pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan. Sebelum Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan 2008, ditetapkan bahwa setiap tanggal 25 bulan ketiga 
setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir, sebelum SPT 
disampaikan, adalah batas waktu pembayaran kekurangan pajak.  
c. Surat Tagihan Pajak (STP)  
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), atau Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan 
Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang 
masih harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 
satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Pengecualian dari ketentuan ini 
bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu 
(Wajib Pajak Kriteria Tertentu), adalah jangka waktu pelunasan dapat 





     Menurut Liberti Pandiangan (2014:181), mengemukakan bahwa “Jatuh 
tempo pembayaran atau penyetoran pajak adalah batas waktu akhir atau 
paling lambat pembayaran atau penyetoran pajak terutang dilaksanakan 
agar terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan berupa bunga karena 
keterlambatan pembayaran atau penyetoran. Bila pembayaran atau 
penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, akan dikenakan 
sanksi perpajakan berupa bunga yang besarnya 2% sebulan. 
     Menurut Liberti Pandiangan (2014:182-184), sarana untuk membayar 
pajak antara lain: 
a. Surat Setoran Pajak 
Sarana administrasi yang digunakan untuk membayar atau menyetor 
pajak ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi adalah Surat 
Setoran Pajak. Satu formulir SSP hanya digunakan untuk pembayaran 
satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/surat 
ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu Kode 
Akun Pajak dan satu Kode Jenis Setoran. WP yang melakukan 
penyetoran pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran 
kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan 
Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak, dengan menggunakan 
formulir SSPCP. Selain dengan SSP, WP dapat juga menggunakan 
sarana administrasi lain yaitu pembayaran secara elektronik (billing 
system) yang kedudukannya sama dengan SSP. 
b. Bukti Penerimaan Negara 
Pembayaran atau penyetoran pajak dapat juga dilakukan melalui 
Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang disediakan oleh bank tempat 
pembayaran pajak. Atas pembayaran tersebut, WP menerima Bukti 
Penerimaan Negara (BPN) dalam bentuk cetakan struk ATM. 
     Menurut Herry Purwono (2010:48), kelebihan pembayaran pajak dapat 





a. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam SKPLB yang 
diterbitkan karena jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar 
lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. 
b. Pajak yang seharusnya tidak terutang. 
c. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat 
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak 
(SKPPKP). 
d. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali dari 
Mahkamah Agung, Surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan 
Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, 
atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak. 
e. Jumlah imbalan bunga yang tercantum dalam Surat Keputusan 
Pemberian Imbalan Bunga. 
Jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak, bisa kurang atau lebih 
bayar. Jika terjadi kurang bayar Wajib Pajak harus memenuhinya atau 
Direktur Jenderal Pajak akan melakukan penagihan agar Wajib Pajak yang 
bersangkutan memenuhi kekurangan bayar tersebut. Jika pembayaran 
pajak lebih besar, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan 
kompensasi ke utang pajak yang lain atau permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak melalui pemindahbukuan atau cara lain yang 
telah ditentukan. Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa setelah 
diperhitungkan dengan utang pajak dan/atau kompensasi, dikembalikan 
kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu satu bulan sejak: 
1. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima. 
2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Keputusan Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, dan Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi 





Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang mengakibatkan 
kelebihan pembayaran diterbitkan. 
     Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 
pemindahbukuan pembayaran pajak adalah proses memindahbukukan 
pajak karena adanya kesalahan pengisian data pembayaran pajak, 
pemecahan setoran, dan jumlah pembayaran pajak lebih besar daripada 
pajak yang terutang, untuk dilakukan pembukuan pada pajak yang sesuai. 
 
B. Metode Pengamatan 
1. Lokasi Pengamatan 
     Pengamatan ini dilakukan di Sub Bagian Umum dan Kepatuhan 
Internal  di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar yang 
beralamatkan di Jalan Samanhudi Nomor 7, Komplek Perkantoran 
Cangakan Karanganyar, Karanganyar. Prosedur Pemindahbukuan 
Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar ini 
penting diamati karena untuk memberikan pengetahuan kepada penulis 
dan pembaca nantinya, bahwa pemindahbukuan pembayaran pajak ini 
harus dilakukan apabila terdapat kesalahan-kesalahan pada pencatatan 
pembayaran pajak. 
     Alasan pemilihan lokasi ini berdasarkan: 
a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar berada di lokasi yang 
strategis, yaitu di Komplek Perkantoran Kabupaten Karanganyar.  
b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar adalah salah satu 
lembaga yang memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan mata kuliah 
yang pernah didapatkan sewaktu perkuliahan. 
c. Merupakan tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan yang 
memungkinkan tersedianya data-data yang dibutuhkan dalam 






d. Penulis melakukan pengamatan untuk mengetahui Prosedur 
Pemindahbukuan Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Karanganyar, karena banyaknya Wajib Pajak yang 
mengajukan permohonan pemindahbukuan pembayaran pajak. 
2. Jenis Pengamatan  
     Pengamatan dilakukan dengan observasi berperan. Menurut H.B. 
Sutopo (2002:65), observasi berperan dapat diartikan sebagai “observasi 
yang dilakukan dengan mendatangi peristiwanya, kehadiran peneliti di 
lokasi sudah menunjukkan peran yang paling pasif, sebab kehadirannya 
sebagai orang asing diketahui oleh yang diamati, dan bagaimanapun hal 
itu membawa pengaruh pada yang diamati.”  
     Berdasarkan pada pokok permasalahan yaitu untuk mengetahui 
bagaimana prosedur pemindahbukuan pembayaran pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar, maka jenis pengamatan yang 
digunakan adalah observasi berperan aktif. Menurut H.B. Sutopo 
(2002:67), mengemukakan bahwa “observasi berperan aktif ini merupakan 
cara khusus dan peneliti tidak bersikap pasif sebagai pengamat, tetapi 
memainkan berbagai peran yang dimungkinkan dalam suatu situasi yang 
berkaitan dengan penelitiannya, dengan mempertimbangkan akses yang 
bisa diperolehnya yang bisa dimanfaatkan bagi pengumpulan data. Peneliti 
bahkan bisa berperan yang tidak hanya dalam bentuk berdialog atau 
bercakap-cakap yang mengarah pada pendalaman dan kelengkapan 
datanya, tetapi juga bisa mengarahkan peristiwa-peristiwa yang sedang 
dipelajari demi kemantapan datanya.” Pengamatan yang dilakukan adalah 
deskriptif kualitatif dan observasi berperan aktif di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Karanganyar yang merupakan tempat Kuliah Kerja 
Lapangan penulis. Kuliah Kerja Lapangan ini dilakukan pada 23 Juli 2018 







3. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 
melakukan pengamatan adalah sebagai berikut: 
a. Wawancara 
     Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, 
atau fakta lapangan. Wawancara dapat dilakukan secara langsung 
dengan bertatap muka langsung dengan narasumber. Namun, bisa juga 
dilakukan melalui telepon, internet, atau surat (wawancara tertulis). 
Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung. 
     Menurut H.B. Sutopo (2002:58), mengemukakan bahwa “Tujuan 
utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan konstruksi saat 
sekarang dalam suatu konteks mengenal para pribadi, peristiwa, 
aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi. Tanggapan atau persepsi, 
tingkat dan bentuk keterlibatan, dan sebagainya, untuk merekonstruksi 
beragam hal seperti itu sebagai bagian dari pengalaman masa lampau, 
dan memproyeksikan hal-hal itu dikaitkan dengan harapan yang bisa 
terjadi di masa yang akan datang.” Dalam hal ini penulis melakukan 
wawancara dengan pegawai di Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 
(WASKON I). 
b. Observasi 
     “Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data 
yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman 
gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Pada observasi langsung dapat dilakukan dengan mengambil 
peran atau tak berperan.” (H.B. Sutopo, 2002:64-65) 
     Dalam hal ini penulis melaksanakan observasi secara langsung 
dalam kegiatan magang atau Kuliah Kerja Lapangan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Dalam pengamatan ini, penulis 
menggunakan observasi berperan yaitu peneliti berperan aktif dalam 





mempertimbangkan akses yang dapat diperolehnya yang bisa 
dimanfaatkan untuk pengumpulan data. 
c. Mengkaji Dokumen dan Arsip 
     “Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering 
memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa 
memiliki beragam bentuk, dari yang tertulis sederhana sampai yang 
lebih lengkap, dan bahkan bisa berupa benda-benda lainnya sebagai 
peninggalan masa lampau. Demikian pula halnya arsip yang pada 
umumnya berupa catatan-catatan yang lebih formal bila dibandingkan 
dengan dokumen.” (H.B. Sutopo, 2002:69) 
d. Perekaman 
     Alat perekam suara (tape recorder) sangat membantu dalam 
pengumpulan data dengan teknik wawancara, sehingga setiap kalimat 
yang direkam dapat diketahui secara lengkap. Karena pencatatan 
kalimat secara lengkap pada saat wawancara sulit dilakukan, dengan 


















A. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Karanganyar 
     Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar awalnya merupakan 
pemecahan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta pada tahun 
2007, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
KEP.210/KMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat 
Jenderal Pajak. KPP Pratama Karanganyar adalah instansi vertikal Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada kepala kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II. KPP 
Pratama Karanganyar merupakan kantor  pelayanan pajak yang masih 
tergolong baru sebab pada awalnya kantor ini masih tergabung dengan KPP 
Pratama Surakarta. Namun seiring dengan adanya program modernisasi 
perpajakan di wilayah kerja DJP dan penerimaan di KPP Pratama Surakarta 
telah mempunyai target, maka KPP ini harus dipecah agar lebih berkembang.  
     Pada awal beroperasi, KPP Pratama Karanganya rmenggunakan bekas 
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surakarta yang berada dijalan 
M.T Haryono Nomor 5 Surakarta. Pada bulan januari 2007, bangunan tersebut 
digunakan sebagai kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk sementara waktu kegiatan 
operasional KPP Pratama Karanganyar dipindahkan ke bekas Kantor 
Pemeriksaan dan penyelidikan Pajak (Karipka) yang beralamat dijalan Ir. H. 
Juanda Nomor 236 Surakarta. Pada akhir bulan Desember 2007 terjadi banjir 
bandang akibat dari meluapnya sugai Bengawan Solo sehingga sebagian besar 
dokumen hanyut terbawa banjir. Oleh karena itu, kegiatan operasional KPP 
Pratama Karanganyar dipindahkan ke gedung Megaria yang berada dijalan 





     Semenjak pindah di gedung Megaria tersebut, KPP Pratama Karangayar 
masih menemui kendala. Diantaranya yaitu sarana dan prasarana dalam 
menunjang kinerja masih belum lengkap. Oleh sebab itu, KPP Pratama 
Karanganyar mulai mendirikan gedung kantor baru yang akan digunakan 
untuk kegiatan operasional secara tetap. Sekitar bulan Juli 2009, KPP Pratama 
Karanganyar menempati gedung baru yang berada di Jalan K.H. Samanhudi 
Nomor 7, Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar, hingga saat ini. 
 
B. Visi dan Misi KPP Pratama Karanganyar 
Visi: 
Menjadi Kantor Pelayanan Penghimpun Pajak Negara yang terbaik di Jawa 
Tengah. 
Misi: 
Memberikan Pelayanan dan Edukasi Kepada Wajib Pajak Sesuai Ketentuan 
Undang-Undang Perpajakan dan Menghimpun Penerimaan Pajak Dalam 
Rangka Membiayai Penyelenggaraan Negara. 
 
C. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Karanganyar 
     Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, antara 
lain diatur tugas dan fungsi KPP Pratama. 
Tugas: 
Melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum 
Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak 
Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 
Fungsi: 





2. Penyuluhan pajak; 
3. Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 
4. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan 
pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; 
5. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak; 
6. Pelaksanaan konsultasi perpajakan; 
7. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi 
perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan; 
8. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan 
pengenaan; 
9. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan; 
10. Pemeriksaan pajak; 
11. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 
12. Penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak; 
13. Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak; 
14. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak; 
15. Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka 
pengampunan pajak; 
16. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak; 
17. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan resiko; 
18. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal; 
19. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan 
20. Pelaksanaan administrasi kantor. 
 
D. Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar 
     Struktur organisasi, uraian tugas, uraian fungsi, dan bagian di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Karanganyar 
















































































     Setiap posisi/jabatan mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan 
Standar Operasioal Prosedur dalam organisasi. Adapun rincian tugas dari 
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal di KPP Pratama Karanganyar 
adalah sebagai berikut: 
a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 
Bertugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah 
tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan 
pengendalian intern, pemantauan pengelolaan resiko, pemantauan 
kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan melakukan pemantauan 
tindaklanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi 
perbaikan proses bisnis. 
Adapun struktur organisasi dari Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 
di KPP Pratama Karanganyar adalah sebagai berikut: 
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E. Wilayah Kerja KPP Pratama Karanganyar 
     Wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar meliputi dua kabupaten, yaitu 
Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Sebagai perpanjangan tangan 
KPP Pratama Karanganyar, KP2KP Sragen melaksanakan pelayanan, 
penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak atau masyarakat 
yang tidak terjangkau oleh KPP, terutama yang berdomisili di Kabupaten 
Sragen. 
1. Kabupaten Karanganyar 
Kabupaten Karanganyar memiliki luas wilayah 77.378,64 Ha atau 2,38 
persen dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan secara geografis 
berbatasan dengan: 
a. Sebelah timur: Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Ngawi dan Kabupaten 
Magetan) 
b. Sebelah selatan: Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo 
c. Sebelah barat: Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali 
d. Sebelah utara: Kabupaten Sragen 
Terdapat 17 kecamatan yang masuk dalam wilayah administratif 
Kabupaten Karanganyar sebagai berikut: 
Tabel 3. 1 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar 
KECAMATAN  LUAS (HA) 
Jatipuro  4.036,50 
Jatiyoso  6.716,49 
Jumapolo  5.567,02 
Jumantono  5.355,44 
Matesih  2.626,63 
Tawangmangu  7.003,16 
Ngargoyoso  6.533,94 
Karangpandan  3.411,08 
Karanganyar  4.302,64 
Tasikmadu  2.759,73 
Jaten  2.554,81 
Colomadu  1.564,81 
Gondangrejo  5.679,95 
Kebakkramat  3.645,63 
Mojogedang  5.330,90 
Kerjo  4.682,27 
Jenawi  5.608,28 
KABUPATEN KARANGANYAR 77.378,63 
 
Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Karanganyar 2018, Badan Pusat 





2. Kabupaten Sragen 
Kabupaten Sragen memiliki luas wilayah 941,55 km2, dan secara geografis 
berbatasan dengan: 
a. Sebelah timur: Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Ngawi) 
b. Sebelah selatan: Kabupaten Karanganyar 
c. Sebelah barat: Kabupaten Boyolali 
d. Sebelah utara: Kabupaten Grobogan 
Terdapat 19 kecamatan yang masuk dalam wilayah administratif 
Kabupaten Sragen sebagai berikut: 
Tabel 3. 2 Kecamatan di Kabupaten Sragen 
KECAMATAN  LUAS (KM2) 
Plupuh  48,36 
Kalijambe   46,96 
Masaran   44,04 
Kedawung  49,78 
Sambirejo  48,43 
Gondang  41,17 
Sambungmacan  38,48 
Ngrampal  34,4 
Karangmalang  42,98 
Sragen  27,27 
Sidoharjo  45,89 
Tanon  51 
Gemolong  40,23 
Miri  53,81 
Sumberlawang  75,16 
Mondokan  49,36 
Sukodono  45,55 
Gesi  39,58 
Tangen  55,13 
Jenar  63,97 
KABUPATEN SRAGEN 941,55 
 
















PEMBAHASAN HASIL PENGAMATAN 
 
A. Prosedur Pemindahbukuan Pembayaran Pajak 
     Pada bab pembahasan ini, penulis akan menjelaskan hasil pengamatan 
tentang prosedur pemindahbukuan pembayaran pajak yang dilaksanakan di 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar. Pemindahbukuan 
adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan 
pada penerimaan pajak yang sesuai. Bukti Pemindahbukuan yang selanjutnya 
disebut Bukti Pbk adalah bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan 
Pemindahbukuan. Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak melalui 
pemindahbukuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan 
Penyetoran Pajak dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19.  
     Prosedur pemindahbukuan pembayaran pajak ini dilakukan sendiri oleh 
Wajib Pajak dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau 
melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke Kantor 
Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan. Petugas Seksi 
Pengawasan dan Konsultasi I menjelaskan bahwa: 
“Prosedur pemindahbukuan pembayaran pajak ini dilakukan sendiri oleh 
Wajib Pajak dengan datang langsung ke KPP atau melalui kantor pos, untuk 
KPP Pratama Karanganyar bekerja sama dengan kantor pos. Pemindahbukuan 
di KPP Pratama Karanganyar biasanya disebabkan karena kesalahan dalam 
pengisian jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setoran. 
Kesalahan ini bisa terjadi karena Wajib Pajak secara mandiri menghitung, 
membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya (Self Assessment System) melalui 
sistem pembayaran pajak secara elektronik (e-billing).” (Wawancara, 8 
Januari 2019) 
     Prosedur pemindahbukuan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama Karanganyar adalah sebagai berikut: 
1. Wajib Pajak mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak melalui 





(SSP) baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain atau 
karena adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari Surat Setoran 
Pajak. Permohonan pemindahbukuan dapat juga berasal dari Kantor 
Pelayanan Pajak lain tempat Wajib Pajak terdaftar yang meneruskan 
permohonan tersebut apabila telah terjadi kesalahan pencantuman kode 
KPP pada NPWP atau kode cabang pada SSP (diterima dengan SOP Tata 
Cara Penerimaan Dokumen di KPP). 
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan 
pemindahbukuan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai 
dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya 
sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak Bukti 
Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen 
(LPAD). BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD 
digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas 
Tempat Pelayanan Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan 
dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya 
ke Account Representative. 
3. Account Representative melakukan perekaman data pemindahbukuan serta 
membuat uraian penelitian pemindahbukuan untuk disampaikan ke Kepala 
Seksi Pengawasan dan Konsultasi. 
4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memberikan 
persetujuan dengan menandatangani uraian penelitian pemindahbukuan. 
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan persetujuan dengan 
menandatangani uraian penelitian pemindahbukuan. 
6. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk 
mencetak konsep bukti pemindahbukuan. 
7. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep bukti 
pemindahbukuan. 
8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep bukti 






9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangi bukti 
pemindahbukuan. 
10. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menandatangi dan 
membubuhkan cap pada SSP lembar 1 (satu). 
11. Bukti pemindahbukuan ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara 
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan melalui 
Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP) ke 
Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang meneruskan permohonan 
untuk kemudian disampaikan ke Wajib Pajak. 


























Gambar 4. 1 Alur Prosedur Pemindahbukuan (Pbk) Pembayaran Pajak 
 






Keterangan Alur Prosedur Pemindahbukuan (Pbk) Pembayaran Pajak: 
1. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan Pemindahbukuan (Pbk) 
beserta persyaratan lainnya yang diperlukan ke Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) melalui Tampat Pelayanan Terpadu (TPT), karena terjadi kesalahan 
pembayaran dan penyetoran pajak baik yang menyangkut Wajib Pajak 
sendiri maupun Wajib Pajak lain atau karena adanya pemecahan setoran 
pajak yang berasal dari Surat Setoran Pajak (SSP). 
Gambar 4. 2 Surat Permohonan Pemindahbukuan 
 






     Selain karena kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak 
melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik (e-billing system), 
pemindahbukuan pembayaran pajak juga dapat dilakukan karena adanya 
pemecahan setoran pajak dan apabila jumlah pembayaran pajak lebih besar 
daripada pajak yang terutang. Pemindahbukuan pembayaran pajak ini juga 
dapat dilakukan antar jenis pajak yang berbeda, misalnya PPN (Pajak 
Pertambahan Nilai) ke PPh (Pajak Penghasilan ataupun sebaliknya. 
Kelebihan jumlah pembayaran pajak yang disebabkan karena adanya 
kesalahan perhitungan pajak yang harus dibayar, sehingga dilakukan 
pemecahan setoran pajak yang berasal dari Surat Setoran Pajak (SSP) 
menjadi setoran beberapa jenis pajak atau setoran dari beberapa Wajib 
Pajak. 
“Pemindahbukuan pembayaran pajak dilakukan tidak hanya karena 
kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak saja, tetapi juga dapat 
dilakukan karena adanya pemecahan setoran. Apabila dalam pengisian 
data pembayaran pajak terdapat kesalahan jumlah setoran lebih besar dari 
pajak yang terutang, maka harus dilakukan pemindahbukuan, sedangkan 
apabila jumlah setoran lebih kecil dari pajak yang terutang maka tidak 
dilakukan pemindahbukuan. Apabila proses pemindahbukuan sudah 
selesai, maka bukti pemindahbukuan akan dikirimkan ke Wajib Pajak 
yang mengajukan pemindahbukuan atau diambil sendiri oleh Wajib Pajak 
ke KPP.” (Wawancara, 8 Januari 2019) 
     Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 
tentang Tata Cara Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran 
Pajak, dimana kelebihan pembayaran pajak dengan menggunakan tata cara 
SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar), Lebih Bayar akibat Putusan 
Banding dan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan 
Kelebihan Pajak) yang sebelumnya harus diperhitungkan dahulu dengan 
Utang Pajak dan melunasi Utang Pajak yang diadministrasikan di KPP 
domisili dan/atau KPP lokasi melalui Pemindahbukuan (Pbk), namun 
dengan adanya peraturan tersebut perhitungan kelebihan pembayaran 
pajak dengan Utang Pajak ditindaklanjuti dengan kompensasi yaitu 
melalui pemotongan SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) 





Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Penerimaan Potongan 
(NPP), serta untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mendapatkan Nomor 
Transaksi Bank (NTB) dan Nomor Transaksi Pos (NTP). Akan tetapi, 
proses Pemindahbukuan (Pbk) pembayaran pajak ini lebih efisien 
dibandingkan dengan menggunakan tata cara SKPLB (Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar).  
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan 
Pemindahbukuan (Pbk) pembayaran pajak beserta persyaratan yang 
diperlukan dalam Pemindahbukuan, kemudian petugas meneliti 
kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan. Apabila persyaratan yang diajukan oleh Wajib Pajak tidak 
lengkap, maka Pemindahbukuan (Pbk) ditolak dan dihimbau kepada Wajib 
Pajak untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan. Pemindahbukuan 
yang ditolak biasanya disebabkan karena Surat Setoran Pajak (SSP) 
sebelumnya pernah digunakan, persyaratan yang diajukan oleh Wajib 
Pajak kurang lengkap, dan persyaratan yang diajukan oleh Wajib Pajak 
sudah lengkap tetapi tidak sesuai.  
     Apabila surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, 
Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) mencetak Bukti Penerimaan 
Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS 
diserahkan kepada Wajib Pajak, sedangkan LPAD digabungkan dengan 
surat permohonan beserta kelengkapannya. Kemudian Petugas Tempat 
Pelayanan Terpadu merekam surat permohonan dan meneruskan surat 
permohonan beserta kelengkapannya ke Account Representative (AR). 
Dalam proses ini Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) hanya 
mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus 
Dokumen (LPAD) saja, untuk untuk proses perekaman data 
Pemindahbukuan pembayaran pajak dilakukan oleh Account 







Gambar 4. 3 Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) 
 
Sumber: KPP Pratama Karanganyar 
 
Gambar 4. 4 Bukti Penerimaan Surat (BPS) 
 
Sumber: KPP Pratama Karanganyar 
 
3. Petugas Account Representative melakukan perekaman data dan membuat 
uraian penelitian pemindahbukuan untuk disampaikan ke Kepala Seksi 







Gambar 4. 5 Uraian Penelitian Pemindahbukuan 
 
Sumber: KPP Pratama Karanganyar 
 
Petunjuk atau tata cara pengisian Uraian Penelitian Pemindahbukuan (Pbk) 
adalah sebagai berikut: 
1) Identitas Pemohon yang terdiri dari: 







Diisi sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat permohonan 
pada kolom “Yang bertanda tangan di bawah ini”. 
2) Surat Permohonan Wajib Pajak yang terdiri dari: 
a. Nomor dan tanggal Surat 
Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang terteral dalam surat 
permohonan. 
b. Nomor dan tanggal LPAD 
Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera dalam Lembar 
Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). 
c. Perihal 
Diisi dengan “Permohonan Pemindahbkuan”. 
3) Uraian yang terdiri dari: 
a. Dasar Hukum 
b. Lampiran, yang tediri dari: 
1) Permohonan 
Surat permohonan atau formulir yang dibuat dan diajukan oleh 
Wajib Pajak dalam hal terjadi kesalahan dalam pembayaran 
dan penyetoran pajak sehingga dilakukan Pemindahbukuan 
(Pbk) pembayaran pajak. 
2) Asli SSP lembar 1/BPN (Bukti Penerimaan Negara) 
Surat Setoran Pajak (SSP) hanya digunakan sampai tanggal 30 
Juni 2016. Mulai 1 Juli 2016 Wajib Pajak hanya dapat 
menggunakan e-Billing system Direktorat Jenderal Pajak untuk 
melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang. 
Pembuatan Kode Billing untuk pembayaran pajak melalui e-
billing dapat dilakukan melalui aplikasi DJP Online, SMS ID 
Billing, Internet Banking, dan Teller. Pembayaran e-Billing 








Gambar 4. 6 Cetakan Kode Billing 
 
Sumber: KPP Pratama Karanganyar 
 
Setelah membuat kode Billing, maka Wajib Pajak harus 
melalukan pembayaran pajak dan Wajib Pajak menerima BPN 
sebagai bukti pembayaran bahwa Wajib Pajak tersebut telah 
melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem 
pembayaran pajak secara elektronik (e-Billing System). Dalam 
BPN tercantum NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) 






3) Print Out MPN (Modul Penerimaan Negara) 
Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) 
merupakan  sistem penerimaan negara yang menggunakan 
Surat Setoran Elektronik (SSE). Surat Setoran Elektronik 
merupakan  surat setoran yang berdasarkan pada sistem Billing. 
c. Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak 
Dalam uraian penelitian Pemindahbukuan (Pbk) petugas Account 
Representative memastikan dan mengecek apakah pembayaran 
pajak tersebut sesuai dengan transaksi yang tercantum dalam Bukti 
Penerimaan Negara (BPN) atau tidak. Wajib Pajak harus taat 
melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan), dalam proses 
Pemindahbukuan (Pbk) ini SPT perlu dilampirkan sebagai 
dokumen pendukung, jika Wajib Pajak tidak taat melaporkan SPT 
maka proses Pemindahbukuan (Pbk) gagal/tidak diterima. SPT 
tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah pajak yang terutang, 
sehingga dengan adanya SPT tersebut memudahkan petugas 
Account Representative dalam memperhitungkan jumlah pajak 
yang akan dipindahbukukan dengan jumlah pajak yang terutang. 
4) Kesimpulan dan Usul 
Pada bagian kesimpulan dan usul berisi dari pihak yang telah 
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak atau pihak pemohon 
yang mengajukan pemindahbukuan kepada pihak yang akan menerima 
pemindahbukuan sesuai dengan yang tercantum dalam surat 
permohonan. 
4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memberikan 
persetujuan dengan menandatangi uraian penelitian pemindahbukuan. 
Kemudian berkas diserahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan persetujuan dengan 





6. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala KPP, kemudian Kepala 
Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak 
konsep bukti pemindahbukuan. 
7. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep bukti 
pemindahbukuan. Jadi, pada bagian pelayanan ini hanya mencetak bukti 
pemindahbukuan dari hasil perekaman data yang telah dilakukan oleh 
bagian Account Representative. 
8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep bukti 
pemindahbukuan. Kemudian bukti pemindahbukuan disampaikan kepada 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangi bukti 
pemindahbukuan.  
10. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menandatangi dan 
membubuhkan cap pada SSP lembar 1 (satu)/BPN. 
11. Bukti pemindahbukuan ditatausahakan di Seksi Pelayanan dan 
disampaikan melalui Subbagian Umum kepada Wajib Pajak. Pada 
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal melakukan pemantauan apakah 
proses Pemindahbukuan (Pbk) sudah sesuai dengan Standar Operasional 
Prosedur (SOP). Pemantauan ini dilakukan secara manual yaitu dengan 
mengecek berkas satu per satu dan melalui Sistem Informasi Direktorat 
Jenderal Pajak (SIDJP) jika ada nomor uraian penelitian Pemindahbukuan 
(Pbk) yang terlewatkan atau kesalahan lainnya. Bukti pemindahbukuan 
kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan Pos, 
karena Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar bekerja sama 
dengan Pos Indonesia. Akan tetapi, dalam pengiriman bukti 
pemindahbukuan terkadang mengalami kendala. Kendala tersebut berupa 
bukti pemindahbukuan yang dikirim kepada Wajib Pajak tidak sampai ke 
alamat Wajib Pajak sesuai yang tercantum dalam surat permohonan. Hal 
ini dapat terjadi karena Wajib Pajak mencantumkan nama badan usahanya, 





“Bukti Pemindahbukuan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak terkadang 
tidak sampai kepada Wajib Pajak, hal ini terjadi karena Wajib Pajak 
mencantumkan nama badan usahanya. Padahal, badan usaha tersebut 
masih berbentuk badan usaha kecil yang bertempat di rumah yang berada 
di alamat tersebut. Tetapi, apabila badan usaha tersebut tidak memiliki 
papan nama, maka petugas Pos akan kebingunan dan bukti 
pemindahbukuan tidak sampai ke tangan Wajib Pajak. Sehingga Wajib 
Pajak harus mengambil bukti pemindahbukuan ke KPP.” (Wawancara, 8 
Januari 2019) 
12. Proses selesai. 
 
     Jangka waktu penyelesaian pemindahbukuan pembayaran pajak paling 
lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. 
Permohonan pemindahbukuan diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
atau melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pembayaran diadministrasikan dengan 
membawa persyaratan yang dibutuhkan dalam pemindahbukuan pembayaran 
pajak. Syarat-syarat yang harus dipenuhi Wajib Pajak dalam melakukan 
permohonan pemindahbukuan pembayaran pajak menurut Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 adalah sebagai 
berikut: 
1. Surat permohonan yang ditanda tangani oleh Wajib Pajak yang 
bersangkutan/Direktur dan dibubuhi cap perusahaan jika badan usaha. 
Surat permohonan Pemindahbukuan harus dilampiri dengan: 
a. SSP asli (lembar ke-1), SSPCP asli (lembar ke-1), Bukti 
Pemindahbukuan asli (lembar ke-1), dokumen BPN, atau bukti 
pembayaran asli Pajak Penghasilan dalam Mata Uang Dollar Amerika 
Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan. 
b. Surat pernyataan asli kesalahan perekaman dari pimpinan Bank 
Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang 
Asing tempat pembayaran dalam hal permohonan Pemindahbukuan 
diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos 





c. Asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat 
tagihan/surat penetapan dalam hal permohonan Pemindahbukuan 
diajukan atas SSPCP. 
d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penyetor atau pihak penerima 
Pemindahbukuan, dalam hal permohonan Pemindahbukuan yang 
diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pemindahbukuan yang 
tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 
(sembilan) digit pertama NPWP. 
e. Fotokopi dokumen identitas penyetor atau dokumen identitas wakil 
badan dalam hal penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP. 
- Untuk Wajib Pajak Badan Usaha wajib melampirkan KTP Direktur 
(Penandatangan). 
- Untuk Bendaharawan Pemungut wajib melampirkan KTP 
Penandatangan permohonan (penyetor pajak). 
f. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya 
tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut 
sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan 
tidak keberatan dipindahbukukan dalam hal nama dan NPWP 
pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) 
tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP. 
 
     Selain itu, dalam Pemindahbukuan atas PPh Pengalihan Tanah terdapat 
perbedaan persyaratan dari pemindahbukuan pembayaran pajak yang telah 
disebutkan di atas. Syarat-syarat yang harus dipenuhi Wajib Pajak dalam 
melakukan permohonan Pemindahbukuan atas PPh Pengalihan Tanah 
adalah sebagai berikut: 
1. Surat Permohonan yang ditanda tangani oleh Wajib Pajak yang 
bersangkutan atau Direktur dan dibubuhi cap perusahaan jika badan 





2. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 1 atau Bukti Penerimaan Negara 
(BPN) sebagai bukti bahwa telah melakukan pembayaran Pajak Bumi 
dan Bangunan. 
3. Fotocopy KTP kedua belah pihak, sebagai bukti bahwa kedua belah 
pihak telah menyetujui adanya permohonan Pemindahbukuan atas PPh 
Pengalihan Tanah tersebut. 
4. Fotocopy kwitansi pembayaran atau transaksi jual beli, sebagai bukti 
adanya transaksi jual beli yang telah dilakukan atas tanah atau 
bangunan. 
5. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun terakhir. 
Gambar 4.7 
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 
 
Sumber: Wajib Pajak 
 
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik. 
7. Akta pembatalan jika transaksi jual beli batal.  
8. Surat pernyataan bermaterai dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-





untuk dilakukan Pemindahbukuan jika nama dan NPWP pemohon 
tidak sesuai dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam BPN. 
 
     Petunjuk atau tata cara dalam pengisian formulir pemindahbukuan 
pembayaran pajak atau surat permohonan adalah sebagai berikut: 
1. Nomor surat permohonan yang diisi sesuai nomor surat administrasi 
Anda. 
2. Tempat dan tanggal permohonan diisi sesuai data dalam KTP Anda. 
3. Kolom lampiran yang diisi dengan jumlah lampiran form yang Anda 
inginkan. 
4. Kolom kantor pajak diisi dengan nama kantor pajak dimana 
permohonan pemindahbukuan pajak diajukan. 
5. Kolom “Yang bertanda tangan di bawah ini” diisi dengan nama 
informasi yang mengajukan permohonan pemindahbukuan setoran 
pajak. Lengkap dengan alamat, NPWP, nomor telepon pemohon, dan 
mencentang opsi pilihan sebagai penyetor/Wajib Pajak atau sebagai 
pemungut pajak. 
6. Kolom Jenis Pajak diisi dengan jenis pajak yang telah dibayarkan atau 
disetorkan, misal PPh Pasal 21 atau PPN Dalam Negeri, dan lain-lain. 
7. Masa pajak dan tahun pajak diisi dengan masa pajak dan tahun pajak 
yang telah dibayarkan atau disetorkan, misal Januari 2019. 
8. Kolom Nomor Ketetapan diisi dengan Nomor Ketetapan dalam hal 
setoran pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar (SKPKB) hasil pemeriksaan, selain itu cukup 
dikosongi saja. 
9. Nomor Objek Pajak diisi dengan Nomor Objek Pajak dalam hal 
setoran atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau pengalihan hak atas 
tanah dan/atau bumi bangunan. 
10. Jumlah bayar/setor diisi dengan jumlah pembayaran atau penyetoran 





11. Kolom jumlah yang dimohonkan Pemindahbukuan diisi dengan 
jumlah setoran pajak yang akan dipundahbukukan. 
12. Dalam formulir pemindahbukuan pajak terdapat pernyataan “Terhadap 
pembayaran atau penyetoran tersebut, saya mengajukan permohonan 
pemindahbukuan” disertai alasan pemindahbukuan yang harus diisi 
pihak yang bersangkutan. 
 
     Jumlah Wajib Pajak yang melakukan Pemindahbukuan Pembayaran 
Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar pada tahun 
2016-2018 adalah sebagai berikut: 
Tabel 4. 1 Jumlah Pemindahbukuan di KPP Pratama Karanganyar 




Sumber: KPP Pratama Karanganyar 
 
B. Hambatan dan Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Karanganyar 
     Setiap usaha yang dilakukan dalam mencapai tujuan tentunya menghadapi 
hambatan-hambatan. Demikian juga dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Karanganyar dalam usahanya melaksanakan proses Pemindahbukuan 
(Pbk) pembayaran pajak. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, 
adapun hambatan-hambatan yang terjadi antara lain: 
1. Masih ada Wajib Pajak yang mengalami kebingungan dalam prosedur 
Pemindahbukuan (Pbk) pembayaran pajak, persyaratan yang diajukan 
kurang lengkap, sehingga proses Pemindahbukuan (Pbk) ditolak dan 





2. Jumlah pengajuan Pemindahbukuan (Pbk) yang banyak dan jumlah 
petugas yang melayani terbatas, sehingga menyebabkan petugas yang 
melayani kurang efektif dan efisien. 
3. Terkait dengan proses Pemindahbukuan (Pbk) pembayaran pajak yang 
menggunakan jaringan internet, sehingga terkadang terjadi gangguan 
dalam koneksi jaringan. SIDJP terkadang mengalami loading yang lama 
bahkan tidak dapat dibuka karena mengalami gangguan koneksi. Hal ini 
tentu saja dapat menyita waktu petugas dan memperlambat proses 
Pemindahbukuan (Pbk) pembayaran pajak. 
4. Kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak juga menimbulkan 
hambatan. Wajib Pajak membuat kode Billing sendiri, bagi Wajib Pajak 
yang belum terbiasa membuat kode Billing akan kebingungan dan jika 
tidak ada pihak yang mengingatkan, maka hal ini dapat menyebabkan 
kesalahan dalam pembayaran pajak. 
5. Nominal Pemindahbukuan (Pbk) tidak merubah angka penerimaan pajak 
pada Modul Penerimaan Negara (MPN), hal ini terjadi di lintas Wajib 
Pajak, karena setiap KPP sudah memiliki patokan jumlah pajak yang harus 
dipenuhi. Jadi, penerimaan pajak di KPP sesuai dengan pajak yang telah 
disetor di KPP walaupun sudah dipindahbukukan di KPP lain, tetapi 
penerimaan pajak negara tetap sama tidak berubah, yang berbeda hanya 
penerimaan pajak antar KPP yang melakukan pemindahbukuan. 
6. Bukti pemindahbukuan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak terkadang 
mengalami kendala yang disebabkan karena dalam surat permohonan 
Wajib Pajak hanya mencantumkan nama badan usaha tanpa diberi 
keterangan nama Wajib Pajak orang pribadi. Selain itu, nama badan usaha 
sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat permohonan tidak 
memiliki papan nama. Hal ini menyebabkan bukti pemindahbukuan tidak 
sampai ke alamat Wajib Pajak. 
 
     Untuk menangani hambatan-hambatan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak 





mengurusi terkait dengan hambatan yang ada. Sehubungan dengan hambatan 
yang ditemui adalah hal yang berkaitan dengan pelayanan dan proses 
pemindahbukuan, hal tersebut ditangani oleh bagian pelayanan dan Account 
Representative. Upaya yang dilakukan oleh bagian pelayanan dan Account 
Representative terkait permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar menyiapkan petugas 
yang ditempatkan di sebelah pintu masuk untuk membantu Wajib Pajak 
dengan mengarahkan Wajib Pajak dan memberikan informasi mengenai 
kebutuhan apa saja yang diperlukan, seperti menyediakan formulir 
permohonan Pemindahbukuan (Pbk). 
2. Untuk mengatasi jumlah pengajuan Pemindahbukuan (Pbk) yang banyak, 
KPP Pratam Karanganyar menyiapkan petugas Help Desk yang 
ditempatkan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), petugas Help Desk 
biasanya juga dibantu oleh mahasiswa yang sedang melakukan Praktek 
Kerja Lapangan (PKL)/Magang. Selain itu, mahasiswa yang sedang 
magang juga ditempatkan di bagian Account Representative (AR), hal ini 
tentu saja dapat membantu pekerjaan petugas AR. Dengan dibantu 
siswa/mahasiswa yang sedang melaksanakan Praktek Kerja 
Lapangan/Magang, hal ini tentu saja dapat menjadi alternatif KPP Pratama 
Karanganyar dalam meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.  
3. Untuk mengatasi permasalahan gangguan pada sistem yaitu dengan 
bertanya ke bagian IT, jika bagian IT tidak dapat menangani masalah 
tersebut maka pihak KPP akan berkoordinasi dengan kantor pusat. 
Kemudian kantor pusat akan memproses dan memperbaiki gangguan yang 
dialami KPP. 
4. KPP Pratama Karanganyar menyiapkan petugas yang ditempatkan di 
sebelah pintu masuk untuk memberikan informasi dan mengarahkan Wajib 
Pajak. Selain itu, KPP Pratama Karanganyar juga menyiapkan petugas 
Help Desk yang ditempatkan di TPT untuk membantu Wajib Pajak yang 
mengalami kesulitan atau kebingunan dalam pembuatan kode Billing. KPP 





pembayaran pajak secara jemput bola yang dilakukan di beberapa 
Kelurahan di wilayah Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini lebih efektif 
dibandingkan harus menunggu Wajib Pajak untuk mendatangi KPP, 
kegiatan ini juga dapat menyadarkan Wajib Pajak untuk melunasi 
kewajibannya untuk membayar pajak. Dalam kegiatan tersebut, petugas 
dari KPP Pratama Karanganyar menyerahkan Surat Pemberitahuan 
Tahunan (SPT) pajak dan Wajib Pajak mengisi jumlah penghasilannya. 
Kemudian, menghitung pajak yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut. 
KPP Pratama Karanganyar juga menyediakan tempat pembayaran pajak 
melalui kantor pos. 
5. Untuk permasalahan penerimaan pajak pada Modul Penerimaan Negara 
(MPN), Pemindahbukuan (Pbk) terjadi antar lintas Wajib Pajak atau antar 
lintas KPP yang menyebabkan penerimaan pajak di setiap KPP menjadi 
berubah akibat adanya Pemindahbukuan, akan tetapi hal tersebut tidak 
merubah penerimaan pajak negara. 
6. Untuk mengatasi hambatan dalam pengiriman bukti pemindahbukuan, 
KPP Pratama Karanganyar menghimbau kepada Wajib Pajak untuk 
mencantumkan nomor telepon, dan apabila bukti pemindahbukuan yang 
dikirim kepada Wajib Pajak tidak sampai ke tangan Wajib Pajak, maka 
Wajib Pajak harus berperan aktif untuk mengambil sendiri bukti 















     Berdasarkan pembahasan dan hasil pengamatan laporan Tugas Akhir yang 
telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang Prosedur Pemindahbukuan 
Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Prosedur Pemindahbukuan (Pbk) pembayaran pajak yang diterapkan di 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar pada dasarnya dapat 
terlaksana dengan baik, mulai dari Wajib Pajak mengajukan surat 
permohonan beserta persyaratan lainnya yang dibutuhkan dalam proses 
Pemindahbukuan (Pbk) pembayaran pajak ke KPP melalui petugas di 
Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), kemudian petugas TPT meneliti surat 
permohonan dan persyaratan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Apabila 
persyaratannya sudah lengkap, maka petugas TPT mencetak BPS (Bukti 
Penerimaan Surat) dan LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen). BPS 
diserahkan kepada Wajib Pajak, sedangkan LPAD digabungkan dengan 
surat permohonan beserta kelengkapannya. Selanjutnya, Account 
Representative merekam data Pemindahbukuan (Pbk) dan membuat uraian 
penelitian pemindahbukuan. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
(WASKON) dan Kepala KPP memberikan persetujuan pada uraian 
penelitian pemindahbukuan. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak bukti 
pemindahbukuan. Setelah bukti pemindahbukuan disetujui oleh Kepala 
KPP, kemudian dikirim kepada Wajib Pajak melalui Pos. KPP Pratama 
Karanganyar bekerja sama dengan Pos, oleh karena itu bukti 
pemindahbukuan dikirm melalui Pos. Hal yang menjadi penghambat 
ditolaknya proses Pemindahbukuan yaitu karena persyaratan yang 





Pajak sudah lengkap tetapi tidak sesuai, dan Surat Setoran Pajak (SSP) 
sebelumnya pernah digunakan. Untuk menghadapi hambatan tersebut, 
KPP Pratama Karanganyar mengupayakan dengan menyediakan petugas 
yang ditempatkan di sebelah pintu masuk untuk mengarahkan dan 
memberikan informasi mengenai kebutuhan apa saja yang dibutuhkan 
Wajib Pajak. 
2. Pemindahbukuan (Pbk) pembayaran pajak yang terjadi di KPP Pratama 
Karanganyar disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengisin data 
pembayaran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik (e-
Billing), pemecahan setoran pajak, dan apabila jumlah pembayaran pajak 
lebih besar daripada pajak yang terutang. Hal ini dapat terjadi karena 
Wajib Pajak secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan 
sendiri pajaknya (Self Assessment System) melalui sistem pembayaran 
pajak secara elektronik (e-Billing), kesalahan tersebut dapat diketahui oleh 
Wajib Pajak dari Bukti Penerimaan Negara (BPN). Mulai 1 Juli 2016 
pembayaran atau penyetoran pajak hanya dapat dilakukan dengan 
menggunakan e-Billing System. Kemudahan pembayaran pajak 
menggunakan sistem pembayaran elektronik (e-Billing) tentu saja 
menimbulkan hambatan. Sebelum Wajib Pajak membayar pajak 
menggunakan e-Billing System, Wajib Pajak harus membuat kode Billing 
terlebih dahulu. Bagi Wajib Pajak yang belum terbiasa membuat kode 
Billing akan kebingungan dan jika tidak ada pihak yang mengingatkan, 
maka hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pembayaran pajak. 
Untuk menghadapi hambatan tersebut, KPP Pratama Karanganyar 
mengupayakan dengan menyediakan petugas Help Desk yang ditempatkan 
di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) untuk membantu Wajib Pajak yang 
mengalami kesulitan dalam pembuatan kode Billing. 
3. Dalam hambatan yang ada, masih ditemui beberapa hambatan lainnya, 
antara lain yaitu banyaknya jumlah pengajuan Pemindahbukuan (Pbk) 
pembayaran pajak sedangkan jumlah petugas yang melayani terbatas, 





mengalami gangguan koneksi, penerimaan pajak di KPP sesuai dengan 
pajak yang telah disetor walaupun sudah dipindahbukukan di KPP lain, 
tetapi tidak merubah penerimaan pajak negara, dan bukti pemindahbukuan 
yang dikirimkan kepada Wajib Pajak tidak sampai ke tangan Wajib Pajak. 
Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, KPP Pratama Karanganyar 
mengupayakan dengan menyediakan petugas Help Desk yang ditempatkan 
di TPT dan dibantu dengan mahasiswa yang sedang melakukan Praktek 
Kerja Lapangan (PKL)/Magang dalam meningkatkan pelayanan prima 
kepada Wajib Pajak, berkoordinasi dengan bagian IT dan kantor pajak 
pusat untuk mengatasi SIDJP yang mengalami loading karena mengalami 
gangguan koneksi, dan menghimbau kepada Wajib Pajak untuk 
mencantumkan nomor telepon serta Wajib Pajak harus berperan aktif 
untuk mengambil sendiri bukti pemindahbukuan ke KPP. 
 
B. Saran 
     Berdasarkan pembahasan dan pengamatan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Karanganyar mengalami hambatan-hambatan dalam proses 
pemindahbukuan pajak, akan tetapi KPP Pratama Karanganyar sudah 
mengupayakan untuk meminimalisir terjadinya hambatan-hambatan tersebut. 
Oleh karena itu, penulis memberikan saran kepada KPP Pratama Karanganyar 
untuk lebih meningkatkan pelayanan, terutama dalam hal pemindahbukuan 
pembayaran pajak, agar pemindahbukuan dapat diproses dengan cepat dan 
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1. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemindahbukuan 
pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar? 
2. Berapa jumlah Wajib Pajak yang melakukan pemondahbukuan pembayaran 
pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar pada tahun 
2016-2018? 
3. Apa yang menyebabkan terjadinya pemindahbukuan pembayaran pajak di 
KPP Pratama Karanganyar? Jika karena kesalahan Wajib Pajak, kesalahan 
seperti apa yang biasanya dilakukan Wajib Pajak? 
4. Apa saja persyaratan yang diperlukan dalam pemindahbukuan pembayaran 
pajak? 
5. Berapa lama proses penanganan pemindahbukuan pembayaran pajak? 
6. Apa saja hambatan dalam pemindahbukuan pembayaran pajak yang terjadi di 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar? 
7. Apa saja upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Karanganyar dalam menghadapi hambatan tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














